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ABSTRAK 

 

Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional, merespons 

kebijakan Uni Eropa yang memberlakukan bea masuk anti-dumping terhadap produk asam 

lemak Indonesia, yang diatur dalam Regulasi Uni Eropa 2016/1036 tentang Perlindungan 

Terhadap Anti Dumping Dari Negara yang bukan Nnggota Uni Eropa. Anti-dumping 

merupakan tindakan yang diambil untuk melindungi pasar domestik suatu negara dari 

ancaman masuknya produk serupa dengan harga yang sangat rendah, yang dapat merugikan 

produsen dalam negeri. Kebijakan Uni Eropa yang menetapkan bea masuk anti-dumping 

terhadap Indonesia, dengan tarif berkisar antara 15,2% hingga 46,2%, dianggap sebagai 

bentuk proteksionisme sepihak yang dapat merugikan pasar Indonesia. 

 

Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan 

melalui Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) yang berada di 

bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan dasar bahwa kebijakan 

tersebut melanggar prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan ketentuan perlakuan khusus 

bagi negara berkembang. Penetapan Nomor Kontrol Produk (Product Control 
Number/PCN) oleh Uni Eropa terhadap produk asam lemak Indonesia, yang kemudian 

digunakan untuk membandingkan apakah terjadi praktik dumping, menghasilkan data yang 

tidak relevan dengan aktivitas produksi dan penjualan asam lemak di Uni Eropa. Hal ini 

menjadi salah satu faktor yang mendorong Uni Eropa untuk menghentikan investigasi anti-

dumping terhadap Indonesia pada 20 Maret 2023. 

 

Metodologi penelitian ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan 

internasional yang mengatur praktik anti-dumping, yaitu General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT) dan Anti-Dumping Agreement. Keputusan yang diambil oleh WTO dalam 

sengketa ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar 

perdagangan internasional, berdasarkan kekalahan Indonesia terhadap Uni Eropa dalam 

sengketa nikel sebelumnya, yang menunjukkan bahwa argumen Indonesia kurang kuat, 

pada sengketa kali ini Indonesia telah memiliki bukti yang jelas terkait pelanggaran- 

pelanggaran yang dilakukan oleh Uni Eropa. Pertama, Uni Eropa gagal memberikan bukti 

kerugian yang cukup dalam investigasi antidumping, melanggar Pasal 5.3 dan 5.8 

Perjanjian Antidumping. Investigasi juga diteruskan meskipun tidak ada dasar yang kuat, 

melanggar Pasal 5(4) dan Pasal 5.6. Selain itu, Uni Eropa menggunakan data biaya dan 

laba yang tidak wajar dalam menghitung nilai normal, melanggar Pasal 2.2 dan 2.2.2. Bea 

masuk antidumping yang diterapkan juga melebihi margin dumping, melanggar Pasal 2.4.1 

dan 9.3. Pelanggaran lainnya termasuk kegagalan melakukan pemeriksaan objektif 

terhadap kerugian, yang bertentangan dengan Pasal 3.1 dan 3.4, serta penerapan ketentuan 

antidumping yang tidak seragam, melanggar Pasal X:3(a) GATT 1994. 

 

Semua pelanggaran ini dianggap merugikan Indonesia dan menciptakan ketidakadilan 

dalam perdagangan internasional yang membuka peluang bagi Indonesia untuk 

memperoleh hasil yang adil dalam penyelesaian sengketa terkait produk asam lemak 

 

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, World Trade Organization, Anti Dumping.  
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ABSTRACT 

 

Indonesia, as a country actively engaged in international trade, has responded to the 
European Union's policy of imposing anti-dumping duties on Indonesian fatty acid 

products, as regulated under European Union Regulation 2016/1036. Anti-dumping 

measures are taken to protect a country's domestic market from the threat posed by the 
entry of similar products at excessively low prices, which could harm domestic producers. 

The European Union's decision to impose anti-dumping duties on Indonesia, ranging from 
15.2% to 46.2%, is viewed as a form of unilateral protectionism that could disadvantage 

the Indonesian market. 

 
In response to this policy, the Government of Indonesia filed a complaint through the 

Dispute Settlement Body (DSB) under the World Trade Organization (WTO), arguing that 
the policy violated the Most Favoured Nation (MFN) principle and the special and 

differential treatment provisions for developing countries. The European Union's use of the 

Product Control Number (PCN) for Indonesian fatty acid products, which was then 
employed to compare potential dumping, resulted in data that was irrelevant to the 

production and sales activities of fatty acids within the European Union. This was one of 
the factors that led the European Union to suspend its anti-dumping investigation against 

Indonesia on March 20, 2023. 

 
The methodology of this research involves an analysis of international regulations 

governing anti-dumping practices, specifically the General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) and the Anti-Dumping Agreement. The decision made by the WTO in this 

dispute indicates potential violations of fundamental principles of international trade. 
Based on Indonesia's previous defeat against the European Union in the nickel dispute, 

which highlighted the weakness of Indonesia's arguments, this time, Indonesia has clear 

evidence of violations committed by the European Union.  
 

Firstly, the European Union failed to provide sufficient evidence of injury during its anti-
dumping investigation, in violation of Articles 5.3 and 5.8 of the Anti-Dumping Agreement. 

The investigation was also continued despite the lack of a solid foundation, violating 

Articles 5(4) and 5.6. Moreover, the European Union used unreasonable cost and profit 
data in calculating normal value, in violation of Articles 2.2 and 2.2.2. The anti-dumping 

duties applied also exceeded the dumping margin, violating Articles 2.4.1 and 9.3. Other 
violations include the failure to conduct an objective examination of injury, contrary to 

Articles 3.1 and 3.4, as well as the inconsistent application of anti-dumping provisions, 

violating Article X:3(a) of the GATT 1994. 
 

All of these violations are deemed detrimental to Indonesia and create unfairness in 
international trade, thus opening opportunities for Indonesia to achieve a fair outcome in 

the resolution of the dispute concerning fatty acid products. 

 

Keywords : Dispute Resolution, World Trade Organization, Anti Dumping 
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